PUTUSAN f
Nomaor 068 1/Fdt G/2016/PA Toh

a1 ) oy
» DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembllahan yang mengadili perkars Ceral Talak pada
tingkat partama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagal berikut, dalam perkara antara

umur 49 tahun, agama Islam, pekedaan Petani, tempat
tinggal di Jalan Provinsi, Parit 03, Dekat Lorong Manggis
RT.03 RW. 01 Kelurshan Pangkalan Tujuh Kecamatan

Tempuling Kabupaten Indragiri Hilie, sebagal " Pemohon”;

Meiawan

o oumur 41 tahun, agama Isiam, pekeraan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Jalan Provinsi, seberang Lr Binjai
RT.03 RW. 01 Kelurahan Pangkalan Tujuh Kecamatan

Tempuling Kabupaten Indragid Milir, sebagai “Termohon”;

Pangadilan Agama tersebut |

Telah membaca dan mempelajart barkas parkam,

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memaernkss bukt surat dan

saksi-aaks di persidangan,

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tartanggal 25 Nopembaer
2016 yang telah terdaftar i Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor
0B91/Pd GR2016/PA Thl mengemukakan hal-hal sebagal barkut ©
1. Bahwa anttara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istrl sah
(b'da dukhul), yang meniksh pada harl Senin tanggal 02 Nopember 1008
bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1418 H sesual dengan Kutipan Akta Nikah
NO. 412/21/X1/1098 pada tanggal 02 Nopember 1908;

2. Bahwa setelsh menikah antara Pemohon dengan Termohon sempat tinggal
kumpul bersama sebagal suami-strl di ). Provingl Parit 03 RT. 003/RW.001
Kelurahan Pangkalan 7 Kecamatan Tempuling kab  Indragies Milir Prov. Risu
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atau di rumah kedlaman bersama sampal antara Pemohon dan To‘&ohon
barpisah;

3. Bahwa selama menjalani masa pemikahan, Pemohon dan Termohon telah
dikarunial empat orang anak masing-masing bermama ;

4. Bahwa pada awalnys rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan
dengan rukun dan harmonis namun beberapa bulan terakhir sering teradi
parselisihan dan pertengkaran, yang penystabnya antara lain
- Termohon suks marah-marah kepada Pemohon karena faktor ekonomi;

«  Temohon suka melawan suami;
«  Termohon telah meanjusl rumah kediaman bersama tanpa ifin Pemohon;

5 Babwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon
tead! sokitar bulan Oktober tahun 2018, dimana Pamaohon sempat bartengkar
dengan Temohon yang penyebabnya adalsh Termohon telah menjual rumakh
kediaman barsama tanpa ifin Pemohon, seta Termohon tidak ingin member)
hasi kebun kelapa yang sudah Pemohon kelola selama ini akibatnya Pemohon
pergl keluar rumah dan sampal saat ini antara Pemohon dengan Termohon
sudah tidak bersatu lagi

6. Bahwa abang Pemohaon sudah berusaha untuk memperbaki kemball hubungan
dengan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sudah tidek sanggup untuk terus bedahan hidup dengan
Termohon karena tidak mau mendengar nasthat dan tidak mungkin lagh untuk
mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah,

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkars di persidangan,

Herdasarkan alasan/dalil-dalil tersabut di atas, Pamohon mohon agar Ketua

Pangadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar

sogern memenksa dan mengadili perkara inl, selanjutnya menjatuhkan putusan

sebagal berikut |

1. Mangabulkan Parmohonan Pamohon seluruhnys,

2. Member izin kepada Pamohon antuk menjatuhkan talak
satu Ra)l kepada termohon dihadapan sidang
Pangadilan Agama Tembilahan,
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3. Memerntahkan Panitera Pengaditan Agama Tembilahan untuk mom;mknn
putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan
manerbitkan Akta Cerainya,

4. Menetapkan biaya perkara sesual dengan hukum yang beriaku,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinys
(ox aequo ot bono),

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadic
sendinl dimuka persidangan, akan tetapl Termohon tidak hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanys, meskipun menurut relass
panggilan Nomor 0891/Pdt G/R016/PA Thh tanggal 30 Nopamber 2016 dan tanggal
08 Desember 20168 Tarmohon telah dipanggll secars resmi dan patut, sedangkan
tidak temyata ketidak hadirannya tu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pamohon untuk bersabar dan hidup
rukun kemball dengan Termohon sebagal suami-istrt dan tidak  melanjutkan
permohanannys, akan tetapl tidek berhasil, maka pemaerksaan perkara ini
dilanjutkan dengan membacakan surat parmohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangan Termohon tidak
dapat didengar dipersidangan ini |

Bahwa untuk  memperkuat  dalil  permohonannya, Pemohon  telah
mengajukan bukti surat berups Fotokopl Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
A122AX11008, lalu Majelis memarksa bukth surat tersebut dan mencocokkan
dangan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agams Kecamatan KUA
Kocamatan Tempuling Kabupaten Indragic Hilie, tertanggal 01 Nopember 1668,
termyata cocok, telah bermateral cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P:

Menimbang, bahwa disamping bukti surst, Pemohon juga mengajukan bukt
sakui-saksl sabagal bertkut ©

1. umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S0,
pekeraan Tani, bettempat tnggal di Provinsi RT 003 RW.001 Kelurahan
Pangkalan Tujuh Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragid Hilir, Sakal
torsebut membenkan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya
sabagal berikut

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagal telangge

Femaohon,
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Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isten dan mno&huan
saksl Pamohon dan Termohon kumpul serumah di Jalan Provingi kelurahan
Pangkalan 7 Kecamatan Tempuling;

« Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudab rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai 4
orang anak,

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bebarapa
bulan terakhir inl tidak rukun dan tdak barmonis lagl karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

+  Bahwa saksi tidak tahu sebabnys tetapl saksi pernah melihat nbut-ribut df
rumah orang tua Pemohon,

« Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menjual rumah  kediaman
bersamanys dengan Pamohon;

« Bahwa hingga sekarang inl antars Pemohon dengan Termmohon sudah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan karens Termahon telah
menjusl rumah kediaman bersamanya bahkan hasil penjualannya pun tidak
dibaginya kepada Pemohon,

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun
kambali, akan tetap! tdak berhasil,

2. umur 56 tahun, agema Isiem, pendidikan S0,
pekernan Tani, bertempat tinggal di Provingt RT 003 RW 001 Kelyrahan
Pangkalan Tujuh Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragint Hilir, Sakwi
lersebut membernkan keterangan dibawah sumpahnys yang pada pokoknys
sebagal berkut |
-~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karéna sebagal

saudara ipar Pemohon,

Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Tempuling
Kabupaten Indragir Hilir,

Bahwa Pemohon dengan Termohon kumpul bersama sebagal suami ister) di
Jalan Provinsi Kelurahan Pangkalan 7 Kecamatan Tempuling,

«  Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon
pada mulanya rukun dan harmonis sebagaimana layaknys suami isterl, dan
dikarunial 4 orang anak;
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~  Bahwa sejak beberpa bulan terakhic ini keadasn rumah angos Pﬁnohon
dengan Termohon senng tedadi parselisihan dan pertengkaran;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran  Pemohon dengan  Termohon

disebabkan karena masalah ekonomi, Termobon ada mempunyal harta

bawaan barupa kebun kelapa nemun  hasil  kebun tersebut tidak
dipsrgunakan untuk kebutuhan rumah tangge tetapl hanya untuk keperiuan
pribadi  Termohon sendirl  padahal Pemohon yang merawat dan
maengenakan kebun kelapa tersebut dan Termohon juga menjual rumah
kediaman bersamanya dengan Pemohon kareaa Termohon telah menjusl
fumah  kedisman  bersamanys  babkan  hasil  penjualannys  pun hidak
dibaginya kepada Pemohon;

- Bahwa hingga sekarang inl antara Pemohon dengan Termohon sudah
barpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun

kembal, akan tetap! tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesusty
apapun dalam perkara ini dan telah menyampalkan kesimpulannya yang pada
pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannys serts memobon perkara ini
segern diputuskan,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal
ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara.

PERTIMBANGAN HUKUM

Manimbang, bahwa maksud dan tujusn permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah diuraikan tersabut di stas,

Menimbang, bahwa sesual pasal 145 RBg jo. pasal 26 Peraturan
Pametintah Nomor 9 Tahun 1875, Pemohon dan Termohon telsh dipanggil secara
msmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan  mana
Pamohon secara in person telah hadic dipersidangan, sedangkan Termohon tidak
hadic dan tidak puls menyuruh orang lain sebagal wakil atau kuasanya lanpa
alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh
karenanya Termohon harus dinystakan tidak hadic dan permohonan Pemohon
dapat diputus dengan verstek sesual ketentusn Pasal 140 ayat (1) R Bg,

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipadimbangkan adalah tentang
hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P. (Buku Kutipan Akta Nikah), ternysta
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adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-
istri yang sah, menikah pada tanggal 02 Nopember 19098 dengan demikian
Pemaohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pitak-pihak dalam
perkaca in);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan,
maka Majelis MHakim  tidak  dapat melakukan  upaya damal  sebagaimana
dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1988
yang lelah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2008, pasal 154 R Bg dan pasal 131 KHI. serta Peraturan Mahkamah Agung R.1
Nomor 1 Tahun 2018, namun demikian Majolis Hakim sudah berupays secars
maksimal menasihatl Pemohon agar bersabar dan rukun kemball untuk membing
rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan
perkara dilanjutkan dengan pembacaan sural permohonan Pemohon yang isinys
tetap dipertahankan oleh Pemohorn;

Manimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini
adalah karena antara Pemohon dengan Termaohon sering terdadi perselisinan dan
pertengkaran yang disebabkan
«  Tarmohon suka marah-marah kepada Pemohon karena faktor ekonomi;

Tarmohon suka melawan suami,
Tearmohon telah menjual rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon
tolah mongajuka bukti suat ( P ) dan 2 (dup) orang saksi, terhadap bukti-bukt
mana Majelis Hakim akan mempertimbangken berikut inf,

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akts Nikah), adalah sebagal condition
sine quanon, telah diperimbangkan lebih dahulu dalam perkars inl, sehingga tidak
peoriu divlang lagl:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, termyata keduanya adalah
keluargs Pamohon dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon sehingga patut
diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahul keadaan rumah tanggs Pemohon
dengan  Termohon  karenanya  kesaksian  saksi-saksi  tersebut  dapat
dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1988 yang telah divbah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008,
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Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahvn
keadann rumah tangga Pemohon dengan  Termohon telah  sering tenadi
parselisihan dan penengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon ads
mempunyal harta bawaasn berupa kebun kelapa namun hasil kebun tersebut tidak
dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga tetapi hanya untuk keperduan pribadi
Tarmahon sendin padabial Pamohon yang merawat dan mengetakan kebun kelapa
tersebut dan Termohon juga menjual rumah kediaman bersamanya dengan
Famohon karens Termohon telah menjual rumah kediaman bemsamanya bahkan
hasil penjuslannys pun tidak dibaginya kepada Pemohon dan sekarang antar
Pemohon dengan Termaohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2
bulan,

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan
dibawah sumpahnys dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber
datl panglihatan dan atau pendengaran sendirl, keterangan satu dengan lainnya
telah saling mendukung sers telsh sesusi dengan dalil-dalit dan alasan pokok
parmohonanPemohon maka hil ity telah sesual dengan ketentusn Pasal 171 R Bg
Jo. Pasal 308 - 308 R.Bg., dengan demikian saksi-saksl tersebut dipandang telah
memenuti syarat formil dan syarat matenil bukti saksi, sehingge keterangan saksi-
saksi @ quo telah dapat ditenma sebagal buktl yang cukup mendukung kebenaran
dalil-dall dan alasan permohananPemohaon dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan
2 (dus) orang saksi sebagaimana diperimbangksn di atas, Majelis Hakim telah
dapat menemukan fakia-fakta sebagal benkut

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada
tanggal 02 Nopember 1698 dan telah dikaruniai 4 orang anak,

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tenadi perselsihan dan
pertengkaran secara ferus menerus yang disebabkan masalah ekonomi
Tarmohon tidak mau menggunakan hasil darl kebun bawaan Pemohon untuk
kepariuan rumah tangga tetapi Tarmohon hianya menggunakan untuk keperiusn
pribadinys padahal pemohon yang merawat dan mengelola kebun tersebut dan
Termohan telah  menjual  rumah  kediaman bersama  sedangkan hasil
penjuaiannya tidak dibagt kepada Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang inl sudah berpisah
tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya.
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Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan pordamaan agar
rukun kemball sebagat suami-istri, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakts tersebut di atas, Majelis berpendapat
' bahwa dalil-dall dan slasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya,
dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang
sampal pada kondisl pecah (broken minriage) serta sudah sangat sult untuk
disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagl dalam membina rumah
tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1074,

Maenimbang, bahwa pecahnya rumah tanggs Pemohon dengan Termohon
dapat dithat dari fakta di mana telah tenadi perengkaran dan perselisihan antars
Pemohon dan Temohon yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (Scheiding
van tafel end bed) selama 2 bulan serta upaya damal yang dilakukan oleh
Majalis Hakim selama pemenksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah
marupakan indikasl bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudab sangat sulit
untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun  dalam membina
rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon secara tegas menyatakan tidak ada keinginan
lagl untuk hidup bersama dengan Termohon, hal mana menggambarkan bahwa
mustahil rumah tangga dapat didinkan jika kedua pihak atau salah satunya sudah
tidak punya keinginan untuk hidup bersama lagl dan mempertahankan rumah
tangga dengan kondmi sepertl demikian hanyalah upaya sia-sia belaks yang akan
dapat menimbulkan kemudarstan yang lebih besar bagl kedus belah pihak
Sementarn kaldah fikih menyatakan,

plaaddl s o a dhe adiall ¢ 0
Artinya “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfast’,

Menimbang, bahwa Majelis peru mengetengahkan dall al-Quran surat sl

Bagarah ayat 227 yang berbunyl
e g i ) 5 U 3 el W ga e 1y

Artinya,  Jika  mereka  (pare  suami)  telah  berkelelapan  hati  untuk
menyatuhkan talsk, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui,

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan hukum  di
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atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diber tzin
mangucapkan krar talak atas difi Termohon telah memenubl alasan yang cukup
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemarintah Nomor 8
. Tahun 1975 jo. Pasal 116 hurdf (f) Kompilasi Hukum Istam, oleh karena itu sesual
ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1988 tentang
Paradilan Agama yang telah diubah yang kedus kalinys dengan Undang-undang
Nomaor 50 Tahun 2000, maks permohonan Pemohon sudah sepatutnys dikabulikan,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1)
dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama,
diperintahkan kepada Paniters Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan
salinan penetapan IKrar talsk kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnys
meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama
ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediskan
untuk itu;

Maenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomaor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedus kalinya
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000, maka semua biaya perkara inl
dibabankan kepada Pemohon,

Memperhatikan, pasalpasal dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1689
tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan, serta dakil
syar'i yang barkenaan dengan perkars ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggll dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir |
2. Mangabulkan permohonan Pemohon dengan verstek,

3. Membert izin kepada Peamohon untuk menjatubkan
tnlak satu ra)'l terhadap Termohon | di depan sidang
Pengadilan Agama Tembilshan

4. Memerintabkan Paniters Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengiimkan
salinan Penetapan lkrar Talak setelan ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor
Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragin
Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk ftu,
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5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumiah Rp.
391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
| = Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016
a Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 H, oleh kami Dra.
MULIYAMAH, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan
RIKI DERMAWAN, S H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum
yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.l.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

\Dn. MULIYAMAH, M.H.

Hakim Anggolta. ) Hg%Anggota.
YENI KURNIATI, S.H.L RIKI DERMAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,
——

——

AMIR JAYA, S.H.l

Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran; = Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses; = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan; = Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi; = Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai, = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp 591.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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